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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah sarana menuju kesagmhtrakyat sesuai
yang diamanatkan konstitusi kita ( Melani Leimen#&1i:2012). Pembangunan
nasional itu sendiri merupakan kegiatan yang bgdang secara terus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menikghkatesejahteraan rakyat
baik materiil maupun spirituil (Waluyo dan Wirawdhllyas:2000:1). Untuk
dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banya&knpaerhatikan masalah
pembiayaan pembangunan (Waluyo dan Wirawan B.Rg#8:1). Usaha
memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaarbapgunan adalah
dengan menggali sumber dana yang berasal dari dadsyari yang berwujud
pajak yang harus terus diupayakan dan perlu metigapadukungan dari
masyarakat (Waluyo dan Wirawan B.llyas :2000:1).

Pajak memang salah satu alat yang penting bagi npeate dalam
mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial (MohadnZain:2008:6). Dan
Pemungutan pajak memang diperuntukan bagi keperpg&mbiayan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penadram, baik rutin maupun
pembangunan (Mohammad Zain:2008:6). Sebab selamaeimbangunan terus
berjalan itu berkat pembayaran pajak yang dilakukssyarakat (Christiandy

Sanjaya:2012).



Melalui pajak yang dipungut, serta penggunaanyanepataan hasil
pembangunan akan dapat dilaksanakan(Soemarso.8/200 Disamping itu
kebijakan pemungutan pajak yang progresif juga d&bin meningkatkan usaha
pemerataan hasil pembangunan(Soemarso.S.R:2007:3@hingga pajak
merupakan sumber penerimaan negara yang sanganhgeldiam menopang
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalamgerifiembul
Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis:2012). Bkeeilnya pajak akan
menentukan kapasitas anggaran negara, baik untumbiggaan pembangunan
maupun anggaran rutin, dimana pajak sebagai instiuiiskal yang merupakan
penerimaan negara kemudian menjadi suatu invep@sierintah yang akan
digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat(TimbulambBnangan
Simanjuntak dan Imam Mukhlis:2012).

Untuk tahun 2012, penerimaan pajak membiayai seli@s@2 % APBN-
P. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunaasimérktur, subsidi energi,
penegakan hukum, kesehatan, pertahanan dan keamdaan lain-lain
(FuadRahmany:2012). Selain sebagai sumber keuahggyara, pajak juga
mempunyai fungsi pengatur di bidang ekonomi darak@suad Rahmany:2012).

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat niegara masih
membutuhkan dana APBN yang lebih besar, agar pmogramerintah yang
berorientasi kesejahteraan rakyat dapat lebih mekgKismantoro Petrus:2012).
Rakyat masih membutuhkan tambahan program pengenkasniskinan. Rakyat
miskin masih perlu tambahan sandang murah, papaahnpengobatan murah,

sekolah murah dan lain sebagainya (Kismantoro ®@0G2). Pengusaha masih



membutuhkan banyak infrastruktur yang lebih memadar meningkatkan daya
saing pada tingkatan pasar global (Kismantoro B£012). Anak-anak dari

keluarga miskin masih membutuhkan dana subsidi igdwadh lebih besar agar
mampu melanjutkan pendidikannya dan Negara kitaimbaarus mencukupi

kebutuhan esensial minimum alutsista untuk per@madan meningkatkan
profesionalisme kepolisian agar mampu melayani ohehindungi masyarakat
lebih baik lagi. Sehingga, mau tidak mau, penerimpajak sebagai penopang
utama APBN, harus lebih baik dari capaian penemmaajak sekarang

(Kismantoro Petrus:2012).

Hingga kini penerimaan pajak belum memenuhi tangeberimaan pajak
hingga 18 Desember 2012 masih Rp 794,5 triliunaBgkian target pajak hingga
akhir tahun 2012 Rp 885 triliun (Fuad Rahmany:20R)disebabkan karena
Tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia tl&papajak masih rendah
(AgusMartowardojo:2012).

Dan ditengah kebutuhan dana pembangunan yang ledshr, masih
banyak anggota masyarakat/warga negara yang mastggu belum membayar
pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan dioselbenarnya, Bahkan
ditengarai masih banyak perusahaan yang belum meamipajak atau sengaja
menghindari  membayar sesuai jumlah  pajak yang sshga
(KismantoroPetrus:2012Hal ini dikarenakan kebijakan pajak yang dibebanka
khususnya terhadap UKM dianggap terlalu berat, dlanggap mencederai rasa

keadilan (Kemal Azis Stamboel:2011).



Untuk itu, Ditjen Pajak tetap melakukan upaya untuakningkatkan
kepatuhan wajib pajak, termasuk penegakan hukupa@an sesuai ketentuan
yang berlaku dengan dukungan dari aparat penegkinmhwyang berasal dari
kepolisian, kejaksaan dan para penegak hukum lai(ligmantoro Petrus:2012).

Selain itu, pemerintah melakukan berbagai upayakuntengoptimalkan
penerimaan negara dari sektor pajak, dan Langkaly yitempuh pemerintah
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaingale memberlakukan
undang-undang perpajakan baru yang dikenal desgjiahireformasi perpajakan
(tax reform) (Ely Subhayati dan Asni Wulandari:2010)Secara umum,
kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan umgkgantisipasi perubahan
ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, impatalikatakan sebagai
implementasi dari munculnya semangat baru dalanjakein fiskal (Ely Suhayati
dan Asni Wulandari:2010). Selain itu, dengan diksdu reformasi perpajakan
diharapkan agar basis pajak dapat semakin diperlsakingga potensi
penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut asecgtimal dengan
menjunjung asas keadilan sosial dan memberikarygeda prima kepada Wajib
Pajak (Annisa Gama Widjaya:2011).

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha meningkatganerimaan pajak
dengan mengidentifikasi barriers yang berpotensighambat penerimaan pajak.
Salah satunya dengan meninjau kembali UU perpajaidamsusnya terkait
perhitungan basis perpajakan, obyek pajak dan nskanya (Firmanzah:2012).
Hal ini dimaksukan untuk meningkatkan effective teate yang selama ini

dipandang masih relatif rendah (Firmanzah:2012).



Kemudian dengan berjalannya reformasi kebijakampaakan, berjalan
pula sistem pemungutaBelf Assesment, Dimana wewenang sepenuhnya untuk
menentukan pajak ada pada wajib pajak (Siti KuRa&aayu:2010). Wajib pajak
aktif menghitung,memperhitungkan,menyetor dan nwelgn sendiri pajaknya
dan Fiskus tidak campur tangan dalam penentuanmryaspajak terutang selama
wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlahal ini dilaksanakan secara
efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan gengrundangan perpajakan
pada tahun 1983 (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Namun disatu sisi Sisterself assesment pajak yang dianut Indonesia
memberikan celah kepada wajib pajak untuk melakléelmohongan mengenai
besaran penghasilannya(ky Alfirman:2010). Melalui sistem ini, wajib pda
bebas menulis pendapatannyaiky Alfirman:2010).

Selain ituSelf Assesment System dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak
juga masih dirasa cukup berat bagi wajib pajak ydatam hal ini adalah
pengusaha kecil, yaitu dalam hal admnistrasi pageberti penghitungan,
pembayaran, pembukuan, pengisian dsb, yang bemdmndalam hal kepatuhan
(Choong Kwai Fatt dan Edward Wong Sek Khin:2011).

Oleh karenanya dalam sistem perpajak@af Assessment, kesadaran
terhadap kewajiban itu menjadi penting, Dan ingjiigrus diimbangi dengan tata
kelola dan transparansi yang baik serta manfaatndambayar pajak yang bisa
dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ada peningKegparcayaan terhadap

insitusi dan aparatur pajalkémal Azis Stamboel:2011).



Kemudian tata cara pemungutan pajak derggihAssesment juga akan
berhasil dengan baik, jika masyarakat mempunyaj@@huan dan disiplin pajak
yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu:2010). Sebab Dicet Jenderal (Ditjen) Pajak
menilai adanya penyelewengan pajak atau ketidakpatwajib pajak dalam
membayar pajak kebanyakan disebabkan karena ketidedn para wajib pajak
dalam mengikuti aturan pembayaran pajak ( Dedi Bdid2012).

Menurut Norman D. Nowak bahwa Suatu iklim kepatudan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, tercemalam situasi di mana
Wajib pajak paham, atau berusaha untuk memahamiasémtentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, mengisi formuliakp@engan lengkap dan
jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dermgarar dan membayar pajak
yang terutang tepat pada waktunya (Mohammad.Z&d)20

Namun membayar pajak bukanlah merupakan tindakag semudah dan
sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuntwifksi) bagi masyarakat,
tetapi pada didalam pelaksanaannya penuh dengayahgl bersifat emosional.
Dan pada umumnya mereka cenderung untuk melologkaudlari setiap pajak
(Siti Kurnia Rahayu:2010). Kecenderungan melakukanurangan oleh wajib
pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya leaityak terjadi dalam
sistem pemungutan paj&klf Assesment. Walaupun tidak menutup kemungkinan
dalam sistemWithholding Tax juga kecenderungan wajib pajak melakukan
kecurangan terjadi, Sehingga dalam sist8af Assesment lebih ditekankan
kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiparpajakannya (Siti

Kurnia Rahayu:2010).



Dalam hal ini, kesadaran dalam menggelorakan seamhamgmbayar
kewajiban pajak, bukan hanya kewajiban Ditjen Papdn Kementerian
Keuangan saja, tetapi semua komponen bangsa Hisg s@engingatkan dan
menggelorakan semangat membayar pajak ( DjonifduABatah:2012).

Disamping itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajalaakerus mengejar para
wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayagak. Ini dilakukan
sebagai upaya antisipasi krisis ekonomi global nakdepan yang berpotensi
menekan penerimaan pajak (Fuad Rahmany:2012).

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui, memahlatnih dalam serta
ingin membuktikan melalui penelitian bagaimanakahts kebijakan pajak dan
Salf Assesment System bisa memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap
kepatuhan pajak yang akan dilaksanakan didalanu $aostansi Pemerintah yang
dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KH®).mana hal tersebut
disajikan dengan penelitian dengan judul Pengaruh Kebijakan Pajak dan

Self Assesment System terhadap Kepatuhan Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah
Permasalahan yang timbul yaitu:
1. Kebijakan pajak yang dibebankan, dirasakan tertzdwat oleh wajib
pajak.
2. SAf Assesment System memberi celah kepada wajib pajak melakukan
kebohongan.

3. Kepatuhan wajib pajak belum optimal dalam memekRrahiajibannya.



1.3Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, Makampesan masalah
dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :
“Seberapa besar pengaruh Kebijakan PajakSddimssesment System terhadap

Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Cimahi”.

1.4Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah :

Maksud penelitian mengumpulkan data dan berbadarnvasi terkait
dengan pengaruh Kebijakan pajak @&t Assesment System terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakamtenh kepatuhan
perpajakan di KPP Pratama Cimabhi.
2. Untuk mengetahui pengar@elf Assesment System perpajakan terhadap
kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Cimabhi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakartddmssesment

System terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama €Cimah



1.5Kegunaan Penelitian
1.5.1 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan tlapamberi manfaat
bagi pihak atau kalangan yang berkepentingan besypabangan pemikiran
khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Sehindgpat membantu
menyelesaikan permasalahan yang ada terkait delgemor Pelayanan Pajak

Pratama Cimabhi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masykag berguna untuk
menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu sertgadmebahan
perbandingan penelitian atau menjadi dasar baglp@n lebih lanjut mengenai

Kebijakan pajakSalf Assesment system dan kepatuhan perpajakan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis telah melakukan penelitian di KPP Prat@imaahi Jalan H. Amir
Machmud No. 574 Cimahi, Pelaksanaan penelitiankstiliaakan September

sampai Juli 2013.



1.6 Tabel Waktu Penelitian
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No

Deskripsi Kegiatan

2012 - 2013

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb| Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Pra Survei :

Persiapan

Persiapan Teori

Pengajuan Judul

AIWIN| PP

Mencari Perusahaan

Usulan Penelitian :

Penulisan UP

Bimbingan UP

Seminar UP

AWIN|PF

Revisi UP

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Penyusunan Skripsi :

Bimbingan

N

Sidang Skripsi

Pengumpulan Draf Skripsi




